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MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 6)
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ini.
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Saya ucapkan terimakasih kepada keluarga besar H. Mukri yang selama ini ikut andil dalam
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hingga saat ini
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Dalam pelaksanaan PILKADA sering terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu, berupa
pemberian imbalan kepada partai politik. Adanya aturan yang mengatur mengenai larangan
bahkan sanksi terhadap pemberi maupun penerima imbalan kepada partai politik yang terdapat
pada pasal 47 dan pasal 187 B Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Kendati demikian masih
terdapat ruang untuk terjadinya pelanggaran, sehingga diperlukannya langkah konkret oleh pihak
terkait. Baik dari penyelenggara (KPU), pengawas (BAWASLU), partai politik maupun
gabungan partai politik, dan peserta PILKADA.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan
dengan penelitian dengan studi kepustakaan, untuk mencari jawaban serta solusi permasalahan
yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dilakukan
pengolahan dan analisis bahan hukum yang mana selanjutnya dilakukan pengumpulan,
identifikasi, penyusunan, Klasifikasi, analisis, disimpulkan, dan dilaporkan dengan cara
pendeskripsian pada Bab 111 Pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

Melalui KPU pencegahan dapat dilakukan dengan transparansi dan pengawaan yang ketat
dalam laporan RKDK, kemudian diperlukan adanya mekanisme yang mengatur bahwa setiap
sumbangan itu tercatat dan diketahui oleh penyelanggara pemilu. Sedangkan melalui Bawaslu
perlu adanya sosialisasi dan koordinasi dalam pengawasan bersama stake holder terkait yaitu
Kepolisian dan Kejaksaan. Kemudian partai juga harus ikut andil dalam pencegahan, berupa
memilih bakal calon kepala daerah yang kompeten, sesuai dengan kapasitas serta kapabilitas,
dan dalam pengusungan dilakukan secara demokratis di internal partai.

Perlu adanya revisi aturan Undang-Undang PILKADA agar dapat mengurangi bahkan menutup
celah-celah pelanggaran. Karena selama ini aturan yang ada masih memiliki celah dan
berpotensi dilanggar.

Perlu adanya keselarasan dalam melakukan penindakan oleh lembaga-lembaga yang ada
didalam Sentra Gakkumdu
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ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda politik yang penting dalam demokrasi di
Indonesia dalam menentukan pemimpin di tingkat lokal. Dalam proses pelaksanaannya
PILKADA ditemui pelanggaran maupun kecurangan berupa pemberian imbalan kepada partai
politik atau yang dikenal oleh Masyarakat dengan mahar politik, di mana partai politik meminta
imbalan politik dari calon kepala daerah yang ingin diusung. Mahar politik merupakan sebuah
pelanggaran maupun kecurangan dalam pelaksanaan PILKADA, dalam Undang-Undang No 10
Tahun 2016 terdapat larangan mengenai mahar politik sekaligus memuat mengenai sanksi bagi
pelaku mahar politik. Namun dalam kenyataannya pencegahan dan penanganan mahar politik
masih sulit untuk diimplementasikan, yang memberikan ruang dan kesempatan terjadinya Mahar
Politik.

Dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pencegahan terhadap mahar
politik yang telah diamanatkan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2016 masih
menjadi pertanyaan bentuk konkret seperti apa yang telah dilakukan oleh penyelenggara maupun
pengawas PILKADA dalam pencegahan mahar politik. Kedua, meski ada aturan dan larangan
mengenai pemberian imbalan kepada partai politik yang jelas dalam Undang-Undang No 10
Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun dalam kenyataannya
aturan yang ada sulit untuk diimplementasikan karena dalam faktanya, pelaksanaan pemberian
imbalan kepada partai politik dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Sehingga imbalan kepada
partai politik hanya berupa isu-isu yang sulit dicari kebenarannya, belum lagi rumitnya pelaporan
sampai ke penyidikan yang membuat penindakan sering terjadi kemacetan, karena sulitnya
mencari bukti yang kuat. Maka dari itu perlu adanya perbaikan aturan yang lebih kuat dan ketat
agar mencegah terjadinya pelanggaran PILKADA, serta perlunya penguatan peran penyelenggara
maupun pengawas PILKADA.

Kata Kunci (keyword): Pencegahan, Mahar Politik, PILKADA
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